










































(7) Naskah Dinas yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tetap 
menggunakan persetujuan berjenjang yang konsepnya harus diverifikasi 
terlebih dahulu oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, 
pejabat pengawas, yang ditunjuk/bertugas menyiapkan konsep Naskah 
Dinas. 

(8) Format penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
rektor ini. 

 
 

BAB VI  
PENGAMANAN NASKAH DINAS 

 
Bagian Kesatu 

Klasifikasi Keamanan 
 

Pasal 61  

Naskah Dinas memiliki klasifikasi keamanan terdiri atas: 
a. sangat rahasia; 
b. rahasia; 
c. terbatas; dan  
d. biasa. 
 

Pasal 62  

(1) Klasifikasi keamanan sangat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
61 huruf a jika fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak 
berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara. 

(2) Pembuatan dan pengawasan Naskah Dinas yang bersifat Sangat Rahasia 
dan Rahasia dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas fungsi 
bidang ketatausahaan. 

 
Pasal 63  

Klasifikasi keamanan rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b 
jika: 
a. fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya 
nasional, ketertiban umum, dan ekonomi makro; dan/atau 

b. informasinya bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan 
akanmenimbulkan kerugian yang serius terhadap pribadi (privacy), 
keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan 
dan reputasi. 

 
Pasal 64  

Klasifikasi terbatas biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c jika 
informasi arsipnya diketahui oleh pihak yang berhak dapat mengakibatkan 
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau institusi. 
 

Pasal 65  

Klasifikasi keamanan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d 
jika fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak 
apapun terhadap keamanan negara. 
 



Pasal 66  

(1) Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia dan rahasia, hak akses 
diberikan kepada: 
a. Rektor; 
b. pejabat setingkat di bawahnya jika telah diberikan izin oleh pejabat 

yang berwenang; 
c. pengawas internal/eksternal; dan/atau  
d. aparat penegak hukum. 

(2) Naskah Dinas berklasifikasi biasa, hak akses diberikan kepada semua 
tingkat  pejabat dan staf yang berkepentingan. 

 
Pasal 67  

(1) Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 dan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, 
diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas 
Naskah Dinas. 

(2) Selain diberikan kode derajat sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), 
Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia dan rahasia menggunakan 
amplop rangkap dua. 

(3) Kode derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode SRHS; dan 
b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode RHS. 
c. Naskah Dinas terbatas diberikan kode T 
d. Naskah Dinas biasa diberikan kode B 

 
 

Bagian Kedua 
Kategori Klasifikasi Penyampaian 

 
Pasal 68  

Penentuan kategori klasifikasi penyampaian Naskah Dinas terdiri atas: 
a. kilat atau sangat segera; 
b. segera; dan  
c. biasa. 
 

Pasal 69  

Klasifikasi penyampaian kilat atau sangat segera sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 68 huruf a merupakan Naskah Dinas yang isinya harus segera 
diketahui penerima Naskah Dinas dan penyampaiannya atau penyelesaiannya 
harus dilakukan pada kesempatan pertama atau secepat mungkin pada hari 
yang sama. 
 

Pasal 70  

Klasifikasi penyampaian segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf 
b merupakan Naskah Dinas yang isinya harus segera diketahui oleh penerima 
Naskah Dinas dan penyampaiannya atau penyelesaiannya dalam batas waktu 
2 (dua) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam. 
 

Pasal 71  

Klasifikasi penyampaian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c 
merupakan Naskah Dinas yang penyampaiannya atau penyelesaiannya 
menurut urutan penerimaan Naskah Dinas. 
 










































































































































































